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Menimbang :

a. bahwa guna meurujudkan pengadaan barangljasa Pemerintatr
yang efisien, terbuka dan kompetitif serta sebagai pelaksanaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah derrgan Peratuan kesiden Republik Indonesia Nomor
35 Tatrun 2011 tentang Perrrbahan Atas Peraturdn Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 1

Tahun 2O1O tentang Pembentukan Unit Layaaan Pe"ngadaan
IULPI BaranglJasa Kabupaten MajalengSa perlu disesuaikan;

b. bahwa .........2
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b. bahwa berdasarkan p€rtimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perhr menetapkan Peraturan Bupati
Mqiafengka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
1 Tahun ?ALO tentang Pembentukan Udt l"ayaaan Pengadaan
{ULP} Blarang/ Jasa Kabupaten M4ialengt<a.

Mengingat :

1. Undarig-Undang Nomor 14 Tahun 1950 terrtang Pembentukan
Daerah-Daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pemberrtukan I(abupaten Pumakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupateo Dalam Lingt<ungan Propinsi Djawa Barat
{I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambatran Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor 2S5U;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L999 tentang Larangan
Praktek Monopoli darr Persaingan Usaha Tidak Sehat
frmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomol 33,
Tambah.an kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraaa Negara yang Bercih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negqra Republik
Indonesia Nomor 3851h

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tafrbatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a?aQ;

s.Lhdang-LhdtrIg ...3
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20o4 tentang
Perbendatraraan Negara (Lmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undeng Nornor 32 Tatrun 2o04 tentang Pemeriletahan
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4
Nomor 125, Tambahaa Iembaraa Negara Republik Lrdonesia
Nomor 4437, telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang
Pembatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4
tentang Pemerintahan Daerah fi.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48441;

7. Peraturam Femerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 terrtang
Pengelolain Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OS Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O terrtang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presidec Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 teRtang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Msrteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah teralrtrir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahrrn 2OAT
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr; l

l0.Peraturan Lembaga Kebi$akan Pengadaan BaranglJasa
Pemerintah Nomor OO2/PRT/K IVII/2OO9 tentang Pedoman
Pemberrtukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barttng/Jasa
Pemerintah;

11. Peraturan Daerah... 4
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ll.Peraturan Daerah Kabupaten Meiatengka Nomor 2 Tahun
2OO8 tentang Umsan Pemerintahan Daerah I(abupaten
Madalmgka {tembaran Daeratr Kabupaten Meialengka Tahun
2AOB Nomcr 2);

l2.Peraturan Daeratr Kabupaten Maialengka Nomor 2 Tahun 20o9
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Mqialengka (Iembaran Daerah Kabupaten
Majalengfta Tahun 2AO9 Nomor 2);

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Mqialengfua Nomor 1O Tahun
z0lo8. tentang Organisasi Peranglat Daerah Kabupaten
Mqialengfia $.embaran Daerah Kabupaten Mqialengfua Tahun
2AOg Nomor 1O) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan
Daerah l(abupaten Ma$alengtca Nomor 8 Tahun ?ALL terrtang
PerubahaR Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mqiatengka
Nomor 1O Tahun 2OAg tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Ma$alengfua Tahun 2O1l Nomor 8|.

TffiIIf[ISf,AIT :

Menetapkan , 
n

PERATI'NAfi BI'PATI THTTAITG ATAS
PERAIT'RAI{ BI'PAfi U&'AL-ENTGXA ITOUOR, 1 TAEI'T 2oTA
TEITTAITG PEffBEXITT'TAil I'!trT I,AYAITAIT PEISGAI'AAI{
FruPl BARAITG/.,ASA TABTIPATEXY

ksal I 
,

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ma$alengfua Nomor I
Tahun 2O1O tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan {ULP}
Barang/Jasa. Kabupaten Mqialengka {Berita Daera}r Kabupaten
MqialengkaTahun 2O1O Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuar... 5
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1. Keterrtuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal I berbunyi sebagai berikut :

ksal I
Dalam Peraturan Ehrpati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengfua.
2. Pemerintah Daerah adalah Ehrpati dan Perangftat Daerah

sebagai unsur pemerintahan daerah.
3. Bupati adalatr Bupati Mqialengka-
4. Pengadaan BaranglJasa pemerintah yang selanjutnya

disebut dengan Pengadaan Biarang/Jasa adalah kegiatan
untuk memtrreroleh
Kementerian / l*mlbaga/ Satuan

Barang/Jasa oleh
IGrja Perangtcat

5.

Daerah/Institusi lainnya yang prose$tya dimulai dari
perencanarm kebutuhan sampai diselesaikannya selunrh
kegiatan untuk memperoleh BaranglJasa.
Satuan Kerja Perangtcat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
perryelenggaraan pemerintahan daeratr yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, *dinas daerah,
lembrga tekris daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Pengguna yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaarr anggaran
SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang dianglat oleh Bupati dan diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenanqan peilgguna
anggaran SKPD.
Pejabat Pmbuat Komi&en yang selaqiutnya disebut PPK
adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai. pemilik
pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa 

9. unit Layanan ... 6
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9. Unit Layanarl Pengadaan Barang/Jasa l(abupaten
Majalengla yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit
Layanan Pengadaan yang bertugas ggarakan
selumh pengadaan barang/jasa yang dilak*an
Pemerintah Kabupaten MqialengkalBuMD dan
mengtrocrdinasikan semua kegiatan penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pada Dinas/BadanfKaatorl
Lembaga/Satuan Kerja di kmerintah Kabupaten
Majalengla atau urrit kerja setingkat di BLTMD.

l0-Pejabat fUngsional Pengadaan ULP adalah pegawai negeri
bersertifikat keahlian peagadaan barang/jasa pemeriatatr
yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa pemerintah oleh Ehrpati.

1l.Kelom1rck Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Po\ia
adalah Tim yang terdiri atas Pejabat ftrngsional Pengadaan
yang bertindak sebrgai panitia yang berhrgas
untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa di
dalam ULP.

l2.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah tanda buki pengakuan atau kompeterrsi dan
kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

2. Ketentuao Pasal 5 huruf a diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 5 berbunyi sebagaiberikut:

Pesel 5

Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULPmeliputi : )

a. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah
melalui proses pemilihan penyedia barangfiaffi,

b. Mengkoordinasikan pengadaan barang/jasa di luar
sebagairnana dimaksud pada huruf a

3- Ketentuan ...7
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3. Ketentuan Pasat 6 hurrrf a dan huruf i diubatr, sehingga
keselumhan Pasal6 berbu:ryi sebagai berikut :

Pasal 6

ULP mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan
melalui proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sampai
dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA / PPK;

b. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan meregenai
pelaksanaan tugas ULP kepada pejabat yang
m.engangfuabrya;

c. Melakqanakan pengadaan barang/jasa secara manual
dan/atau layanan pengadaan secara elelrtronik (e-
procuremerrt);

d. Melaksanakan penyebaduasan strategi, kebiiakan, standar,
sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;

e. Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang
pengadaan;

t Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sehrruh
pelaksanaan pengadaan barangljasa;

g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang
pengadaan;

h. Mengembanglan sar.ula dan prasarana penunjang
pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

l
i. Memberikan masukan kepada PAIKPA terkait

barang/jasa yang melakukan perripuan/pemalsuan dan
pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiderr Nomor 54 Tatrun 2O1O" tentang
Pengadaan Baraag/ Jasa Pemerintah;

j. Mengloordinasikan ... 8
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j. Mengfuoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
dengan SKPD diluar pengadaan *bagaimana dimaksud
pada hurrf a;

k. Mengfuimpun laporan pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
hurufb.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat {3} diubah, sehinga keseluruhan Pasal
8 berbunyi sebagai berilmt :

ksal S

tl) Kepala ULP secara ex-ofrcio dijabat oleh Kepala Sub
Bagian Fasilitasi Pelayacan Pengadaan pada Bagiart
Pengendalian Program dan Pembangunan Setda
Kabupaten Mqialengka.

l2l Kepala ULPnrqjib memenuhi persyaratam 
".i"g*i berikut:

a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. memiliki pendidikan minimal Sarjana S,1;

c. memiliki kualifikasi teknis dan man4ierial;

d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;

e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;

f. memiliki pengalanan sebagai pejabat/panitia
barang/j asa Pemerintah;

g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi
tugas Kelompok Kerja Pengadaan;

h. memiliki sertifikat keahtian pengadaan barang/jasa
pemerintah;

i. tidak .......9
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i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat
yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala
ULP;dan

j- syarat lain yang ditentukan dalam afirran
kepegawaiar. untuk jabatan yang setara.

{3} Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan
merrgkoordinasikan smua benhrk kegiatan pengadaan
barmgljasa yalrg dilaksanakan Pemerintah I(abupaten
MAialengka-

Ketentuan Pasal 1O diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(U Keloapok Kerja Pengadaan dipimpin oleh seorang Ketua
dan dibanflr oleh seorang Sekretaris Kelompok Kerja
Pengadaan.

l2l Kelompok Kerja Pengadaan diisi dari Pegaurai Negeri Sipil
yang memerruhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

pemerintah;
b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab

dalam melaksanakan tugas;
c. mesaharni keseluruhan pekerjaart pengadaan yang

akan dilaksanakan;
d. memahami jenis pekerjaan tertentu y?r.g menjadi

tugas kelompok kerja pengadaan;
e. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan

prosedrrr pengadaan berdasarkan peraturan
pengadaan yang berlaku;dan

f. tidak mempunyai hubungan keluarga dengagr pejabat
yang menganglat dan merretapkan sebagai angota
Kelompok Kerja Pengadaan ULP.

{3} Kelompok ... 10
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Kelompok lkrja Pengadaan tugas :

a. merr5arusrrrr rencana pemilihan perryedia barang/jasa;

b. menetapkan Dokumerr Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

d. meagumumkan seluruh rencana pengadaan baik
secara elektronik maupun secara rnanual;

e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
di website Pemerintah Kabupaten Mqiatengka dan
paparr pengumuman resmi unttrk masyarakat umum
s€rta menyampaikan ke LPSIE unttrk diumuntkan
dalam Portal Pengadaan Nasional;

f. menandatangani pakta integftas sebelum
pelaksanaan pngadaan barang/jasa dimulai;

g. rdenilai kualifikasi perryedia melalui pas€- ftualifikasi
atau prakualifikasi;

h. melakukan evaluasi administrasi, tekniS dan harga
terhadap peruililaran yang masuk;

i. reeojawab sanggahan;
j. menetapkan Penyedia Bar'all,lg/ Jasa untLrlc

1- pelelangan atau penuajukan langsunguntuk paket
pengadaan baranglpekerjaan konstruksifiasa
lainnya yang bernilai paling tinggi Rp-

IOO.OOO.OOO.OOO,OO {seratus miliar rupiah} ;atau

2. seleksi atau peaunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp. IO.OOO.OOO.OOO,OO {sepuluh miliar
rupiah)

j. membuat laporan mengenai proses darr hasil
pengadaan kepada PAI KPA/ PPK;

k. merryerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia
barang/j asa kepada PA/ KPA/ PPK;

1. merryimpan... 11
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1. m€rryimpan dokumen asli pemititan penyedia
barang/jasa

m. metakukan tugas lain sesuai peraturan yang b€rlaku.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehinga keseluruhan Pasal 15

berbunyi sebagai berikut :

Pasaf 15

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran men5rusnn
perencanaan pngadaan barang/jasa dilingkungan
kerjarrya dan menetapkan paket-paket pekerjaan untuk
diserahkaa kepada KePala ULP.

121 Perer-rcanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (U disebut Rencana Umum
Pengadaan (RUR Barang/Jasa dan diumumkalr oleh
Pengguaa Anggaran setelah Rencana Kerja dan Anggaran
disetqiui oleh DPRD.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
dilahkan sekurang-kurangLya di papan' pengumluaan
masing-masing SKPD, website l(abupaten Majaleagla,
dan website LPSE.

{41 Pengguna Anggaran merqrerahkao Rencana Umum
Pengadaan {RUP} Barang/Jasa ke UlP/Pejabat
pen[ada* sebelum dilaksanakan Proses Pemiliha'
Penyedia Barang/Jasa- 

..

(5) Paling lambat 1 (satu) hari setelah merrerima Rencana
Umum Pengadaan {RUP) Barang/Jasa, ULP menyeratrkan
dokumen tersebut ke UlP/Kelompok Kerja.

(6) Paliag ...... rz
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(61 Paling lambat 3 (tig{ hari setelah penyeratran RUP ke
UlPlPejabat Pengadaan, PPK mengundang UlPlPejabat
Pengadaan untuk mengkqii ulang RUP, yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara-

{71 Apabila ada perbedaan pendapat arrtara PPK dengan
LJtP/Pejabat Pengadaan terkait RUP maka PPK
meng{ukan permasalahan tersebut kepada PA/KPA
untuk diputuskan.

(S) Pafing lambat 3 {tiga} hari setelah diterima permasalahan,
PA/ KPA menetapkan putusan.

(9) Berdasarkan kesepakatan antara PPK dan UlP/Pejabat
Perrgadaan dan./ataru keputusan PA/KPA, maka PPK
merr6tapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan paling
lambat 1 {satu} hari setelah Penandatanganan Berita
Acara Kesepakatan atau setelah keputusan PA/KPA.

{1O} PPK menyerahkan ke ULP Rencana Pelaksanaan
Pengadaan sebagai bahan untuk men5rusun Dokumen
Peugadaan I {satu} hari setelah ditetapkarf.

(lU Pafing lambat 1 (satu) hari setelalr diterima Rencana
Pelaksanaen Pengadaan, Kepala ULP
dokumen tersebut kepada Kelompok Kerja Pengadaan
yang disertai dengan Surat Thgas.

{12} I{elompok Kerja Pengadaan Benyu$rn dan menetapkan
Dokumen Pengadaan paling Iambat 5 (lima) hari.

{13} 1 {satu} hari setelah penetapan Dokumen Pengadaan UtP
dan PA/IGA /PPK menandatangani pakta integitas.

(14! Kelompok... 13
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(14) Kelompok Kerja Pengadaan melaksanakan proses
Pem-ilihan Penyedia Barang/Jasa dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
mulai diumumkan paling lambat 1 (satu) hari setelah
penandatanganan pakta integritas.

(15) Bagan Alur Standar Operasional dan Prosedur ULP
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

nasal U

Perafirran Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangfuan.

Agar setiap orang mengetahuitya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr
Kabupaten Majalengfua.

Ditetapkan di Maialengka
padatanggal 20 Januari :C11

BT'PATI TA.'AIflTC*TA"
t

Caplttd

srrrRrsilo
Diundanel€n dt Yq,gffi %,r.pada tan[gal zo 

']

SffiRETARIS DAERAE
rABT'PATEil

INhLI
(

AI}E NACEUAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MA.'AIENGKA TAHUN 2011N6M0P 2



TAMPIRAN II : PEMTURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 2 :1tr:i"il:jl ai)":1
Tanggal : 2O Januari a011
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGIG NO 1 TAHUN 2010

'I TENTANG UNIT IAYANAN PENGADMN (ULP) BARANGAASA

_-XABUPATEN MA.IAIfNG KA

BAGAil ALUR SIAI{DAB OPERASI DAt{ PROSEDUR

PETAI(SAITAAI{ PEIGADAAil BAMNG/ASA PADA UN]T I.AYANA PENGADAAiI (ULP}

KABU PATE]II MAIAI"EI{G I(A

NO URAIAN IGGIATAI{
UNTT TAYAI{AI{ PEI{GADAAI{

PPI( PAlXPA
WAKTU

(Hari tGriafKEPAIA UtP POXIA UTP

1 Perencanaan Umum Pengadaan

Barang/asa -f --l Sesuai dengan

Rencana Kerja

OPD

2 Menerima Rencana Umum

Pengadaan, meliputi : Kebijakan

Umum Pengadaan, Rencana

Pencanssaran Biava dan KAK.

l Hari

3 Menyerahkan RUP Ke Pokja -l "",*''..-*l
I I

l Hari
1______l

4 Pengkajian ulang Rencana Umum

Pengadaan antan PPK dengan Pokja Pengkajia RUP tt *r"*k*

1-5 Hari
E

Berit
Acari

5 Penetapan Rencana Pelaksanaan

Pengadaan, meliputi HPS dan

ipesifikasi Teknis & Gambar/KAK

L

1 Hari

6 Vlenerima Berita Acara dan

Dokumen Rencana Pelaksanaan

Pengadaan, meliputi : HPS dan

ipesifikasi Teknis & Gambar/KAK

1 Hari

7 Membuat Surat Tugas dan

Menyerahkan Dokumen Rencana

Pelakanaan Pengadaan Ke Pokja

I .r*t I

I ruers [- l Hari

8 Penyusunan dan Penetapan

Dokumen Pengadaan

5 Hari

R!ffirEan
Dokumrn

9 Pokja dan PPK Menandatangani
Paka lntegritas 1 Hari

10 Melaksanakan Proses Pengadaan

Barang/asa Mulai Pengumuman

iesuai ketentuan

Jalam Perpres

Vo. 54 tahun

2010
Pelelangan sampai Pengumuman

Pemenang/Menjawab Sanggaha n

IJika ada)

Proses

SEKRETARIS DATNAII
KABUPATI}T UAJALEITGKA,

BI'PATI UA'ALEITGITA,

' Cap/Ttd

EUTRISIIO
ADE RACHIUAT ALI


